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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Penelitian
Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. 
Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implemantasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan.Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah.
Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “Implementation as a Political and Administrative Process”. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari prosesnya kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 
Program BLT ini merupakan ide yang lahir dari wakil presiden Jusuf Kalla usai memenangkan pemilu 2004 bersama Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah menggerakan program tersebut tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin, sebagaimana mengacu pada Perintah Presiden nomor 12 tahun 2005.
Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah besar meskipun dalam beberapa tahun terakhir angka resmi menunjukkan tren yang menurun sedikit demi sedikit, menurut Badan Statistik tahun 2018. Salah satu faktor tingginya jumlah kemiskinan di Indonesia adalah luasnya Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau sehingga pembangunan tidak bisa merata.
Kemiskinan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Secara teoritis kemiskinan dikatakan sebagai sebuah fenomena dimana taraf hidup masyarakat didalam sebuah negara masih sangat memprihatinkan (rendah), dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak. 
Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah dapat menjadi cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut. Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan suatu masalah yang masih menjadi perhatian. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, Pemerintah akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan publik dan program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan. 
Hingga saat ini upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilaksanakan melalui berbagai program kebijakan sosial. Program tersebut antara lain: Program Beasiswa dan Dana Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah atau Bantuan Oparasional Sekolah, Program Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askeskin), Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Program Keluarga Harapan  dan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa namun berbagai program intervensi tersebut cenderung tidak efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini karena, program dilaksanakan tanpa koordinasi yang baik dan mengesampingkan peran penting Pemerintah Daerah (Pemda). Padahal, daerah merupakan terminal titik koordinasi bertemunya 3 aspirasi dari bawah (masyarakat) dan kebijakan dari atas (pemerintah pusat). (Gustina, 2008)
Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan yang banyak terjadi di banyak negara berkembang salah satunya di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah yaitu sebanyak 4.450.720 jiwa berada di urutan kedua setelah Jawa Timur sebanyak 4.617.010 jiwa. Urutan ketiga yaitu Jawa Barat sebanyak 4.168.440 jiwa. Salah satu kabupaten yang memiliki penduduk termiskin di Jawa Barat adalah Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan Berada di urutan kedua, Kabupaten Kuningan memiliki persentase angka kemiskinan sebesar 12.76 % pada tahun 2022. Tabel mengenai presentase penduduk miskin Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. 
Presentase Penduduk Miskin (Persen)
	No
	Wilayah Jawa Barat
	Persentase Penduduk Miskin (Persen)

	
	
	2020
	2021
	2022

	1.
	Provinsi Jawa Barat
	7.88
	8.40
	8.06

	2.
	Bogor
	7.69
	8.13
	7.73

	3.
	Sukabumi
	7.09
	7.70
	7.34

	4.
	Cianjur
	10.36
	11.18
	10.55

	5.
	Bandung
	6.91
	7.15
	6.80

	6.
	Garut
	9.98
	10.65
	10.42

	7.
	Tasikmalaya
	10.34
	11.15
	10.73

	8.
	Ciamis
	7.62
	7.97
	7.72

	9.
	Kuningan
	12.82
	13.10
	12.76

	10.
	Cirebon
	11.24
	12.30
	12.01

	11.
	Majalengka
	11.43
	12.33
	11.94

	12.
	Sumedang
	10.26
	10.71
	10.14

	13.
	Indramayu
	12.70
	13.04
	12.77

	14.
	Subang
	9.31
	10.03
	9.75

	15.
	Purwakarta
	8.27
	8.83
	8.70

	16.
	Karawang
	8.26
	8.95
	8.44

	17.
	Bekasi
	4.82
	5.21
	5.01

	18.
	Bandung Barat
	10.49
	11.30
	10.82

	19.
	Pangandaran
	8.99
	9.65
	9.32

	20.
	Kota Bogor
	6.68
	7.24
	7.10

	21.
	Kota Sukabumi
	7.70
	8.25
	8.02

	22.
	Kota Bandung
	3.99
	4.37
	4.25

	23.
	Kota Cirebon
	9.52
	10.03
	9.82

	24.
	Kota Bekasi
	4.38
	4.74
	4.43

	25.
	Kota Depok
	2.45
	2.58
	2.53

	26.
	Kota Cimahi
	5.11
	5.35
	5.11

	27.
	Kota Tasikmalaya
	12.97
	13.13
	12.72

	28.
	Kota Banjar
	6.09
	7.11
	6.73


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022
Tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Barat memerlukan kebijakan bersama dalam pengelolaan pemerintahan baik daerah dan provinsi serta pusat dengan cara fokus pada kabupaten atau kota yang banyak memiliki jumlah penduduk miskin agar permasalahan kemiskinan dapat segera diatasi. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai lembaga yang dijadikan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam tiga kelompok (klaster) kebijakan
1. Kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial.
Kebijakan ini berupa program-program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Keluarga Sangat Miskin (KSM). Klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. 
Karakteristik kebijakan ini adalah program dengan pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelaksanaan dilakukan secara berkelompok. Kegiatan ini dikelola oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penerima manfaat program adalah kelompok masyarakat yang dikatagorikan miskin. Contohnya adalah PNPM Mandiri. 
3. Kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Karakteristik kebijakan ini berupa program yang memberikan bantuan modal skala mikro, memperkuat kemandirian usaha dan meningkatkan menejemen usaha. Yang termasuk dalam katagori ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang ataupun barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (Agungraka , 2020). Bantuan Sosial (selanjutnya disebut Bansos) banyak mendapat perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah (selanjutnya disebut Pemda) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi penyakit sosial dan memuat kepentingan politik dalam arti luas (Amru, 2018). 
Pelaksanaan BLT Dana Desa ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa (PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tentang perubahan Peraturan Menteri Desa (PDTT) Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa diantaranya penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Oleh sebab itu, dalam mengelola bantuan langsung tunai dana desa tersebut pemerintah desa diharapkan melaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sehubungan dengan hal diatas bahwa dalam mendukung program pemerintah dan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. 
Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
Pemerintah Pusat sudah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp.70 Triliun yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara lain sebesar Rp.68 Triliun untuk pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjala (Reguler) dan sebesar Rp.2 Triliun sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun berjalan atau untuk melaksanakan kebijakan yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu. Dana Desa yang pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan ketentuan :
1.    Alokasi Dasar  sebesar 65% yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
2.   Alokasi Afirmasi sebesar 1% yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
3.      Alokasi Kinerja sebesar 4% yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
4.    Alokasi Formula sebesar 30% yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan desa.
Pembagian Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada grafik berikut:
[image: ]
Gambar 1.1. 
Alokasi Dana Desa Tahun 2023

Sumber: Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Sedangkan kriteria Alokasi Dana Desa Tambahan yang dihitung pada tahun berjalan antara lain:
1.        Penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023
2.        Kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023
3.        Persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Desa tahun anggaran 2023
4.        Persentase realisasi BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022
5.    Kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023
6.        Kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun anggaran 2023
7.        Kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022
8.        Kriteria tertentu lainnya.
Alokasi Dana Desa Kabupaten Kuningan untuk Tahun Anggaran 2023 
sebesar Rp.343.964.640,- atau naik sebesar 8,81% dari tahun anggaran 2022 yang mendapat alokasi sebesar Rp.315.201.708.000,-. Alokasi tahun anggaran 2023 terdiri dari alokasi dasar sebesar Rp.225.715.081.000,-; alokasi kinerja sebesar Rp.14.091.246.000,- dan alokasi formula sebesar Rp.103.158.313.000,-.
Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk:
1. Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan
kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa.
2. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari anggaran Dana Desa.
3.  Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
4. Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa serta program atau kegiatan lain.
Adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam program dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima, dan dana yang didapatkan masyarakat sebesar Rp.300.000/Kepala rumah tangga. Pada dasarnya, prinsip bantuan ini adalah untuk melengkapi serangkaian program jaring pengaman sosial yang telah ditetapkan pemerintah seperti PKH, Bantuan Sembako, dan Diskon listrik. Bedanya, skema BLT Dana Desa ini memberikan  keleluasaan bagi pemerintah desa untuk menentukan sendiri calon penerima bantuan secara pastisipatif melalui Musyawarah Desa. Diharapkan masyarakat penerima menggunakan dana sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primernya. 
Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa masalah yang terjadi di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :
1. Warga yang sudah memenuhi kriteria penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut sehingga penerima Bantuan tersebut tidak tepat sasaran.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sehingga mereka ketergantungan terhadap bantuan-bantuan yang ada
Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang ditulis I Made Arya Udayana (2021) yang berjudul “Implementasi Kebijakan BLT-DD kepada masyarakat miskin terdampak covid-19 di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbentuk studi kasus yang dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi dan makna sesuatu atau objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dan observassi maka diperoleh target group merupakan tujuan utama kebijakan diperlukan strategi manajemen untuk merubah perilaku target group, kemampuan dalam pengawasan supaya tidak mismanagement serta moral para pelaksana kebijakan yang berkomitmen dan menjujung tinggi kejujuran serta menghindari konflik internal.
Berdasarkan masalah yang terjadi di atas yang membuat penulis merasa penasaran sehingga tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul
“Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan” 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  (BLT-DD) di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana upaya dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapai dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan?
1.3.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  (BLT-DD) di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
2. Untuk Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan 
3. Untuk Mengetahui upaya dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan 
1.3.2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua antara lain: 
1. Bagi Program Studi Administrasi Publik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon menjadi referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
2. Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
3. Menambah wawasan berfikir tentang sistem penyaluran bantuan sosial melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
b. Kegunaan Praktis
Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini sebagai berikut:
· Memberikan informasi yang dapat diaplikasikan dikehidupan agar dapat membantu pemerintah meminimalisir angka kemiskinan di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
· Memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang peruntukkan bagi masyarakat miskin di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
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